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Tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan
kemaslahatan masyarakat. Dalam praktiknya, pemanfaatan tanah wakaf dapat
mengalami perkembangan sasaran penerima manfaat seiring perubahan sosial dan
kelembagaan. Fenomena tersebut dapat ditemukan pada tanah wakaf yang
digunakan oleh MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, yang pada awalnya diwakafkan
olen masyarakat Gampong Ulee Kareng untuk kepentingan pendidikan
masyarakat setempat, namun dalam perkembangannya dimanfaatkan bagi
masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik
perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda
Aceh serta menganalisisnya dalam perspektif fikin wakaf dan hukum positif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf di MIN
5 Ulee Kareng Banda Aceh mengalami perluasan sasaran manfaat dari yang
semula berorientasi pada masyarakat sekitar menjadi terbuka bagi masyarakat
umum melalui sistem penerimaan siswa sesuai kebijakan madrasah negeri. Dalam
perspektif fikih wakaf, praktik tersebut diperbolehkan selama tetap menjaga
tujuan utama wakaf, tidak menghilangkan manfaat pokok, serta berada dalam
koridor kemaslahatan (maslazah) umum. Sementara itu, berdasarkan hukum
positif, praktik tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
karena tanah wakaf tetap dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan
kesejahteraan masyarakat.
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TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Altf tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba’ B Be
& Ta’ T Te

f ) Es
& Sa’ S

(dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan Ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D R& R Er




J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad d De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain | Apostrof terbalik

a Ga G Ge

- Fa 3 Ef

A Qa Q Qi

S Ka K Ka

J La L El

B Ma M Em

J Na N En

g Wa W We

- Ha H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

< Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1)  Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ fathah A A
) Kasrah 1 I
| dammah U U
2)  Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama
Tanda Gabungan huruf Nama
huruf
p thah
! fa,a_, Ai Adanl
i dan ya
- thah
! Jatl a_ Au A dan U
dan wau
Contoh:
Kaifa
- '15/
Haula
RN
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan
Tanda

Harakat dan
Nama

Huruf

Nama
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LT fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
BT kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Ja -gala R -rama
Jé -gila 358 -yagilu

4. Ta’ marbiutah

Transliterasi untuk ¢@ marbitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbitah mati
Ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.
3. Kalau dengan Kkata yang terakhir adalah @’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
JabY1 i3, -raud ah al-agfal
$55ull45.0l  -al-Madimah al-Munawwarah
aall -talhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
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dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
b)) -rabbana 3% -nazzala
o -al-birr  z -al-jajj
Az -nu’ ‘ima

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
(J 1), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jas -ar-rajulu suldl -as-sayyidatu
Sl -asy-syamsu Alalf -al-galamu

sl -al-badi‘u Dall -al-jalalu
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7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
PR ¥R P B . s ey ,
Ol -ta’ khuziina ¢ s¥-an-nau
85 =syai'un & -inna
2 ° £ - P
< al -umirtu &I -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
O8I A VAT & -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigm
Sl I8N 458 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
BAES POV -Ibrahim al-Khalil

Wbl yas B da & aly  -Bismillahi majrahd wa mursah
el s 8V e &5 -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

St 43 gL o -Man istatd ‘a ilahi sabila
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9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Osy¥) S s -Wa ma Muhammadun illa rasul

Gl s e 331 ) -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

&5k 38y Lsdu -lallazi bibakkata mubarakkan

oAb ag o3 Gl (laan Hea -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
qur’anu

ol 8 415 2l -Wa lagad ra ahu bil-ufug al-mubin

-Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Opallall &5 4 22l -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:

Cu f 7885 A1 s il -Nasrun minallahi wa fathun qarib
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ESVERRTA ] -Lillahi al-amru jami‘an
e o5 0K Al -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tanah wakaf tentunya memberi manfaat bagi masyarakat
banyak. Dalam upaya pemanfaatannya tentunya tidak menutup kemungkinan
akan terjadi sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya apabila tanah
wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau sertifikat. Untuk menghindari
hal ini, pemerintah telah mengatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk
mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang di wakafkan maka harus dibuatkan
suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Penjabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah keagamaan yang di anjurkan
oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang
dikaruniakan-Nya kepada manusia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi
kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan,® sebagai firman Allah

dalam Al-Qur’an surat Al-bagarah ayat 261:

G 40 o0 g e e 0 B0 Sl o A 03 il g

ke sl iu.s\j LS 23 Camad) 4»\32\.:;
Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menfkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan

1 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Daral-Um Press, 1994). him.
15.



Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS: Al-bagarah:
261)

Dalam praktiknya, pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada kepentingan
ibadah semata, seperti pembangunan mesjid atau mushalla, melainkan juga
berkembang ke berbagai sektor sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, serta
pelayanan kemasyarakatan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan
merupakan salah satu bentuk implementasi tujuan wakaf yang berorientasi pada
kemaslahatan umum (al-maslakah al- ‘ammah). Pendidikan dipandang sebagai
kebutuhan dasar masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan, baik
secara intelektual maupun spiritual.

Dalam konsep fikih wakaf, salah satu unsur penting adalah mauquf ‘alaih,
yaitu pihak atau sasaran yang menerima manfaat dari harta wakaf. Sasaran
pemanfaatan wakaf pada dasarnya harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
oleh wagqif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian,
dalam perkembangan masyarakat sering muncul persoalan mengenai perluasan
sasaran pemanfaatan wakaf, terutama ketika suatu harta wakaf mengalami
perubahan fungsi sosial atau perkembangan kelembagaan yang menyebabkan
manfaatnya tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan meluas kepada
masyarakat umum.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan pada pemanfaatan tanah wakaf
sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Ulee Kareng Banda Aceh.
Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa tanah yang saat ini digunakan
sebagai lokasi MIN 5 Ulee Kareng pada mulanya merupakan tanah milik
beberapa warga masyarakat Gampong Ulee Kareng yang kemudian diwakafkan
untuk kepentingan pendidikan. Wakaf tersebut dilakukan ketika pemerintah

berencana membangun sekolah rakyat di wilayah tersebut. Pada masa awal



pendiriannya, sekolah tersebut masih berstatus swasta dan diperuntukkan khusus
bagi masyarakat Gampong Ulee Kareng dan sekitarnya agar anak-anak di
lingkungan tersebut dapat memperoleh akses pendidikan dengan mudah.? Dalam
proses penyerahan tanah wakaf tersebut, masyarakat tidak memberikan tanah
secara mutlak kepada pemerintah, melainkan terdapat harapan dan kesepakatan
moral bahwa keberadaan sekolah harus memberi manfaat utama bagi warga
Gampong Ulee Kareng. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa anak-
anak dari keluarga di sekitar tanah wakaf memiliki hak prioritas untuk bersekolah
di MIN tersebut. Namun, seiring perkembangan sekolah menjadi madrasah negeri
di bawah naungan Kementerian Agama, sistem penerimaan peserta didik mulai
mengikuti standar yang berlaku secara umum di Kota Banda Aceh, seperti seleksi
kemampuan membaca, menulis, dan nilai akademik tertentu.®

Perubahan sistem penerimaan siswa tersebut menimbulkan ketidakpuasan
di kalangan masyarakat Gampong Ulee Kareng. Berdasarkan hasil wawancara,
masyarakat beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak sekolah dan
pemerintah gampong karena sebagian besar siswa yang diterima justru berasal
dari luar wilayah Ulee Kareng, sedangkan anak-anak warga sekitar banyak yang
tidak lulus seleksi. Bahkan dalam beberapa tahun, jumlah siswa yang diterima
dari warga Ulee Kareng hanya sekitar 10%, sedangkan 90% lainnya berasal dari
luar daerah. Kondisi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa
tujuan awal wakaf tanah untuk kepentingan pendidikan warga setempat tidak lagi

terwujud sebagaimana harapan para wagif dan masyarakat terdahulu.

2 Hasil Wawancara dengan Mawardi, Tuha Peut Gampong le Masen Ulee Kareng, pada
tanggal 20 Maret 2026, di Gampong le Masen Ulee Kareng.

% Ibid.

4 1bid.



Akibat dari kondisi tersebut, pihak masyarakat dan pemerintah gampong
secara rutin melakukan musyawarah dengan kepala sekolah untuk meminta
adanya kebijakan khusus bagi masyarakat Ulee Kareng dalam penerimaan siswa
baru. Masyarakat berpendapat bahwa tanah wakaf yang digunakan oleh sekolah
merupakan tanah masyarakat yang secara historis diberikan untuk kemaslahatan
warga setempat. Di sisi lain, pihak sekolah juga terikat pada aturan dan kebijakan
pemerintah serta standar penerimaan madrasah negeri yang berlaku secara umum.
Perbedaan pandangan antara harapan masyarakat dan kebijakan pendidikan
negara inilah yang menjadi persoalan penting untuk dikaji dalam perspektif fikih
wakaf dan hukum positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mawardi selaku Tuha Peut
Gampong Ulee Kareng, pada tahun ajaran terakhir pihak sekolah mulai lebih
banyak menerima siswa dari warga Gampong Ulee Kareng sebagai bentuk
respons terhadap aspirasi dan protes masyarakat yang selama ini disampaikan.
Hal ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian kebijakan agar tujuan sosial
wakaf tetap dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai pihak yang memiliki
hubungan historis dengan tanah wakaf tersebut. Bahkan dalam sertifikat tanah
disebutkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah masyarakat yang diwakafkan
untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting
untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan tanah wakaf oleh negara
dilaksanakan serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip

fikih wakaf dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.®

® Ibid.
® Ibid.



Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Badrian Syah, tanah
wakaf yang digunakan olenh MIN 5 Ulee Kareng hingga saat ini masih difungsikan
sesuai dengan tujuan awal wakaf, yaitu untuk kepentingan pendidikan dan
kemaslahatan masyarakat. Dalam praktiknya, tanah tersebut digunakan untuk
pembangunan ruang kelas, mushalla, kantor guru, serta fasilitas pendukung
lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.® Hal ini menunjukkan bahwa
pemanfaatan tanah wakaf masih berada dalam koridor yang dibenarkan menurut
fikih wakaf.’

Dalam perspektif fikih wakaf, pemanfaatan harta wakaf harus tetap
menjaga tujuan utama wakaf serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Akan tetapi, terdapat ruang pembahasan mengenai apakah manfaat wakaf dapat
diperluas kepada kelompok yang lebih luas selama masih berada dalam koridor
kemaslahatan (al-birr) dan tidak bertentangan dengan kehendak wagif. Sementara
itu, dalam hukum positif Indonesia, pemanfaatan harta wakaf diatur dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa
harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana pendidikan, kepentingan
sosial, dan kesejahteraan umum.

Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan juga
mencerminkan nilai sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir
meskipun pewakaf (wagqif) telah meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada hadis
Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa amal yang tidak terputus setelah

kematian salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.® Lembaga pendidikan

7 Hasil Wawancara dengan Patriansyah, Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi, pada
tanggal 6 April 2026, di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.
8 HR. Muslim No. 1631 tentang tiga amalan yang tidak terputus, salah satunya ilmu yang
bermanfaat.



sebagai tempat transfer ilmu menjadikan wakaf tersebut memiliki dimensi
keberlanjutan pahala yang sangat kuat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang
lebih baik mengenai perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf oleh lembaga
pendidikan negeri yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan
kebijakan yang mendukung optimalisasi perluasan sasaran pemanfaatan tanah
wakaf untuk pengembangan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang
berkaitan dengan perluasan sasaran pemanfaatan wakaf dalam perspektif fikih

wakaf dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di
MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fikih wakaf dan hukum positif terhadap praktik
perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf
sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan fikih wakaf dan hukum

positif.

D. Kajian Kepustakaan



Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini yang
berfungsi untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai
kebaruan (novelty) serta menghindari adanya unsur plagiasi. Kajian pustaka
dalam penelitian ini juga berperan sebagai bahan telaah terhadap penelitian
terdahulu yang relevan, sehingga penulis dapat melihat posisi penelitian melalui
identifikasi persamaan dan perbedaannya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa
karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf, khususnya yang menyangkut
perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf dan perspektif fikih wakaf dan hukum
positif. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul ‘“Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk
Sarana Pendidikan Islam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”’, yang
ditulis oleh Nurhayati pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa
tanah wakaf yang digunakan untuk lembaga pendidikan memiliki peranan penting
dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan kepentingan sosial masyarakat.
Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk
pendidikan diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan tujuan wakaf dan
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf untuk
kepentingan pendidikan. Perbedaannya, penelitian penulis lebih fokus pada
perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah dalam perspektif fikih wakaf

dan hukum positif pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.®

% Nurhayati, “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan Islam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
2021), him. 45.



Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Wakaf terhadap
Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif”, yang ditulis oleh Muhammad Fadhil pada
tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah
wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf diperbolehkan untuk
dikembangkan selama tidak menghilangkan tujuan utama wakaf. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan
tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf. Perbedaannya, penelitian penulis lebih
menitikberatkan pada pemanfaatan tanah wakaf sekolah untuk kegiatan
pendidikan dan sosial keagamaan.*®

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, yang ditulis
oleh Siti Aisyah pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan
dan pemanfaatan tanah wakaf harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan tanah wakaf perlu dilakukan secara profesional agar manfaat wakaf
dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas wakaf berdasarkan hukum positif
di Indonesia. Perbedaannya, penelitian penulis mengkaji perluasan sasaran
pemanfaatan tanah wakaf sekolah berdasarkan perspektif fikih wakaf dan hukum

positif secara bersamaan.!

10 Muhammad Fadhil, “Tinjauan Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf
Produktif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), him. 52.

11 Siti Aisyah, “Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2022),
him. 39.



Keempat, penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Aset Wakaf untuk
Kepentingan Sosial dan Pendidikan Masyarakat”, yang ditulis oleh Rahmadani
pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan aset wakaf
untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat besar dalam
mendukung kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan wakaf untuk
kepentingan pendidikan dan sosial masyarakat. Perbedaannya, penelitian penulis
lebih fokus pada praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di
MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.?

Kelima, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah”, yang ditulis oleh Fitriani pada tahun 2023.
Penelitian ini menjelaskan bahwa tanah wakaf sekolah dapat dimanfaatkan untuk
berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat selama tidak
bertentangan dengan tujuan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemanfaatan tanah wakaf sekolah untuk kegiatan pendidikan dan sosial
diperbolehkan menurut hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf sekolah.
Perbedaannya, penelitian penulis menggabungkan analisis fikih wakaf dan hukum

positif terhadap perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah.®

E. Penjelasan Istilah

12 Rahmadani, “Pemanfaatan Aset Wakaf untuk Kepentingan Sosial dan Pendidikan
Masyarakat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021), hlm. 61.

13 Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023), him. 47.
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1. Perluasan Sasaran

Perluasan Sasaran merupakan pengembangan atau pelebaran ruang
lingkup tujuan maupun pihak yang menerima manfaat dari suatu objek
tertentu. Secara bahasa, perluasan berarti proses memperluas atau
memperbesar cakupan sesuatu, sedangkan sasaran dipahami sebagai tujuan
atau pihak yang menjadi objek penerima manfaat.’* Dalam penelitian ini,
perluasan sasaran dimaknai sebagai bertambahnya cakupan penerima manfaat
atas pemanfaatan tanah wakaf sekolah, yang pada awalnya dipahami memiliki
orientasi bagi kelompok tertentu, kemudian berkembang sehingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Dalam perspektif wakaf, perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf
diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan utama wakaf yang
ditetapkan wagqif serta tetap berada dalam koridor kemaslahatan umum.
Pemanfaatan harta wakaf pada prinsipnya diarahkan untuk kepentingan ibadah
dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga pengembangan
manfaat tanah wakaf sekolah dapat dilakukan selama tetap sejalan dengan
fungsi dan tujuan wakaf.!®

2. Pemanfataan

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
istilah pemanfaatan merujuk pada tindakan atau proses menggunakan sesuatu
agar menghasilkan kegunaan maupun manfaat tertentu. Dengan kata lain,

pemanfaatan berkaitan dengan upaya menjadikan suatu objek memiliki nilai

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi
Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), him 1345.
15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4-5.



11

guna sesuai tujuan penggunaannya.’® Dalam konteks ini, pemanfaatan tidak
hanya dipahami sebagai penggunaan semata, tetapi juga mencakup upaya
untuk mengoptimalkan fungsi suatu objek agar memberikan manfaat yang
maksimal. Dengan demikian, pemanfaatan mengandung unsur tujuan,
efektivitas, dan nilai guna dalam penggunaannya.

Menurut pendapat penulis, pemanfaatan merupakan suatu bentuk
aktivitas yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan berorientasi pada tujuan
dalam rangka mengoptimalkan fungsi suatu sumber daya agar memberikan
manfaat yang berkelanjutan. Pemanfaatan tidak hanya terbatas pada
penggunaan secara fisik, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan,
pengembangan, dan pemeliharaan agar nilai guna dari suatu objek tetap terjaga
bahkan meningkat dari waktu ke waktu.

3. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah milik individu atau kelompok yang
diwakafkan secara sukarela untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat
Islam. Wakaf bersifat tetap, di mana pokok harta tidak boleh dialihkan,
sedangkan manfaatnya digunakan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan
umat. 1’ Dalam praktiknya, tanah wakaf biasanya dimanfaatkan untuk
kepentingan sosial dan keagamaan, seperti pendidikan, ibadah, dan fasilitas
umum lainnya, serta dikelola oleh nazhir agar tetap sesuai dengan tujuan wakaf
yang telah ditetapkan.

4. Perspektif Fikih Wakaf

16 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan
Wakaf, Jakarta: Kemenag RI, 2013, him. 10.

17 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI1II, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), him. 153.
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Perspektif fikih wakaf adalah sudut pandang analisis yang didasarkan
pada ketentuan hukum Islam (fikih) yang secara khusus mengatur tentang
wakaf. Fikih wakaf merupakan bagian dari fikih muamalah yang membahas
secara rinci mengenai konsep, dasar hukum, rukun, syarat, serta tata cara
pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam perspektif ini, wakaf dipahami sebagai suatu bentuk ibadah yang
bersifat sosial (ibadah maliyah ijtima’iyyah), yaitu penyerahan hak milik dari
seorang wagqif kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum
atau tujuan kebajikan. Secara prinsip, harta wakaf bersifat abadi (ta'bid al-
ashl), yang berarti pokok harta tidak boleh hilang, dijual, diwariskan, atau
dialihkan kepemilikannya, sementara manfaatnya boleh terus digunakan.

5. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas
dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat
secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah
atau pengadilan dalam Negara Indonesia.'®Hukum Positif merupakan hukum
yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di
Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

6. MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh

MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh adalah lembaga pendidikan dasar
Islam negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik
Indonesia di Kota Banda Aceh. Madrasah ini menyelenggarakan pendidikan

yang mengintegrasikan ilmu umum dan nilai-nilai keislaman. Dalam

18 |, Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan llmu Perundang-Undangan di
Indonesia (Bandung: PT Alumni, 2008), him. 56.
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penelitian ini, MIN 5 Ulee Kareng dijadikan objek kajian untuk melihat
pemanfaatan tanah wakaf oleh negara dalam penyelenggaraan pendidikan,
sehingga dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan wakaf

berdasarkan tinjauan hukum islam.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang
dilihat sebagai perilaku nyata masyarakat dalam hubungannya dengan norma-
norma hukum yang berlaku.® Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya
menelaah peraturan tertulis mengenai wakaf dan lembaga pendidikan negeri,
tetapi juga mengkaji realitas pelaksanaan hukum di lapangan melalui interaksi
sosial dan praktik administratif yang terjadi di MIN 5 Ulee Kareng Banda
Aceh. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan
langsung dengan pelaksanaan hukum wakaf dan akses anggaran oleh sekolah
negeri dalam realitas sosial yang kompleks.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui
wawancara dengan narasumber utama, meliputi:
a. Pihak sekolah (kepala madrasah, dan staf tata usaha).
b. Aparatur desa setempat (keuchik, tuha peut, dan perangkat gampong

yang mengetahui sejarah tanah wakaf).

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him. 80.
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c. Masyarakat sekitar yang mengetahui proses pewakafan dan sejarah
berdirinya sekolah.
2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari:
a. Literatur fikih wakaf (kitab-kitab klasik maupun kontemporer).
b. Peraturan perundang-undangan (misalnya UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakar).
c. Jurnal ilmiah, skripsi, dan buku yang relevan dengan topik
penelitian.?
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa
metode berikut:
a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para
informan utama mengenai status tanah wakaf, proses pengajuan
anggaran, serta hambatan administratif atau hukum yang dihadapi
oleh sekolah. Wawancara dilakukan secara terbuka dan semi-
terstruktur agar narasumber dapat menyampaikan informasi secara
luas.?

b. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik

sekolah, lingkungan sekitar, serta aktivitas pengelolaan pendidikan

dan interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat.??

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), him. 104.

2L Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2021), him. 6.

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, him. 115.
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c. Studi Dokumentasi
Mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi seperti
sertifikat tanah (jika ada), akta ikrar wakaf, surat permohonan
anggaran, dan arsip administrasi sekolah serta dokumen dari
Kementerian Agama.?®
4. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif
kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:
a. Reduksi data, vyaitu proses memilih, memfokuskan, dan
menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.
b. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang
sistematis agar mudah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil

analisis data serta mengaitkannya dengan konsep fikih wakaf.?*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang
saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam
penelitian ini secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

23 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
IImu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2017), him. 124.

24 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldafia, Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), him. 8-10.
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Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep wakaf
dan pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif,
meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, fungsi
dan tujuan wakaf, macam-macam wakaf, pemanfaatan tanah wakaf dalam
perspektif fikih wakaf, serta pemanfaatan tanah wakaf menurut Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Bab tiga, membahas tentang analisis perluasan sasaran pemanfaatan tanah
wakaf sekolah dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif pada MIN 5 Ulee
Kareng Banda Aceh, yang meliputi sejarah dan profil MIN 5 Ulee Kareng Banda
Aceh, praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah, tinjauan fikih
wakaf terhadap praktik pemanfaatan tanah wakaf sekolah, serta analisis
berdasarkan hukum positif terhadap pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan
pembahasan penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan
pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan

masyarakat.
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BAB DUA
KONSEP WAKAF DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM
PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Wakaf
1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab wagqf, yang
merupakan bentuk kata kerja waqafa yagifu yang memiliki makna berdiri,
berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Kata waqaftu sendiri berarti aku
berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku menahan, dan aku mencegah.
Selanjutnya, istilah wagf lebih sering digunakan untuk merujuk pada makna
mauquf, yaitu sesuatu yang ditahan, dihentikan, atau diikat, dibandingkan sebagai
suatu bentuk transaksi. Misalnya dalam ungkapan hadza al- ‘igar wagqf (tanah ini
adalah wakaf), yang dimaksud adalah 4adza al-‘igar mauquf (tanah ini adalah
harta yang diwakafkan).?

Sementara itu, para ulama - fikih- memiliki perbedaan dalam
mendefinisikan wakaf berdasarkan cara pandang mereka terhadap hakikat wakaf
itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada redaksi dan penekanan makna,
meskipun secara umum wakaf dipahami sebagai menahan pokok harta untuk
dimanfaatkan hasil atau manfaatnya, atau menahan zatnya dan menyalurkan
manfaatnya.?® Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan

suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik wagif, dengan tujuan

%5 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta : Kementrian
Agama, 2010 ), him. 77.

26 Nurmada Prima, “Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisiyah 2 Surabaya Sebagai Harta
Wakaf Perspektif Magasid al-Syariah”, Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 8, no.2, 2009, him. 74.
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memanfaatkan hasilnya untuk kebaikan. Berdasarkan pengertian ini, meskipun
harta wakaf masih berada dalam kepemilikan wagqif dan secara hukum masih
memiliki kemungkinan untuk ditarik kembali atau dijual, harta tersebut tetap tidak
terpisahkan dari waqif. Apabila waqif meninggal dunia, maka harta tersebut akan
menjadi bagian dari warisan ahli warisnya. Dengan demikian, wakaf dalam
pandangan ini lebih berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan manfaat
harta kepada pihak lain.?’

Ulama Malikiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Musthofa Salabi,
mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan suatu harta tetap berada dalam
penguasaan wagqif dari berbagai bentuk transaksi, kemudian menyalurkan hasil
atau manfaatnya untuk kepentingan kebaikan. Menurut Imam Malik, bentuk-
bentuk kebaikan di jalan Allah (sabilillah) sangat beragam, namun apabila
seseorang mewakafkan hartanya untuk jalan Allah, hal tersebut pada dasarnya
menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kepentingan jihad,
dibandingkan dengan tujuan-tujuan kebaikan lainnya.?8

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang
dapat memberikan manfaat, dengan tetap menjaga keutuhan pokok (zat) harta
tersebut (al- ‘ain), serta dengan cara melepaskan hak pengelolaan wagif untuk
kemudian diserahkan kepada nazir yang dibenarkan oleh syariat. Setelah wagqif
menyerahkan harta tersebut sebagai wakaf, maka ia tidak lagi diperkenankan

untuk melakukan tindakan apa pun terhadap harta itu, seperti menjual,

27 Irhamni Nurul, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Bneda Wakaf Berdasarkan
Prinsip Maqasid al-Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020), him. 48.

28 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadapa Kesejahteraan
Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta : Kementrian
Agama, 2010 ), him. 78.
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mewariskan, memberikan, atau menarik kembali. Mazhab ini juga menegaskan
bahwa harta wakaf harus berupa benda yang bersifat kekal (al- ‘air), yaitu harta
yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak mudah rusak atau
hilang.?®

Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan pokok
harta dan menyalurkan manfaat atau hasilnya untuk kepentingan kebaikan.
Definisi ini berlandaskan pada petunjuk Nabi kepada Umar bin al-Khattab ketika
beliau menanyakan amal yang paling tepat untuk memanfaatkan kebun subur di
Khaibar. Jawaban Nabi tersebut disampaikan secara sederhana, namun memiliki
makna dan penafsiran yang luas sebagaimana dijelaskan dalam konsep wakaf di
atas.*

2. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun ayat-ayat dan hadis tersebut masih bersifat umum, para ulama
menjadikannya sebagai dasar hukum yang digunakan dalam praktik wakaf. Di
antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an
1) QS. Al-Bagarah (2): 261
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Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji.

29 Masruchin, “Wakaf Produktif Perspektif Maqasid Syariah (StudiTentang Wakaf
Produktif PMDG Ponorogo)”, Journal of Islamic Economic Development, Volume 5, No. 2,
Desember 2021, him. 69.

30 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadapa Kesejahteraan
Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta : Kementrian
Agama,2010 ), him. 78-80.
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Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah
Mabhaluas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang menginfakkan
hartanya di jalan Allah. Dalam konteks wakaf, ayat ini sangat relevan karena
wakaf termasuk bentuk infak yang manfaatnya terus berkembang dan berlipat
ganda, seperti perumpamaan biji yang menghasilkan banyak buah.

Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan infak biasa karena
manfaatnya berlangsung terus-menerus. Misalnya, tanah wakaf yang digunakan
untuk sekolah atau masjid akan terus memberikan manfaat bagi banyak orang,
sehingga pahala bagi waqif juga terus mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa
wakaf merupakan bentuk investasi akhirat yang sangat dianjurkan dalam Islam.

2) QS. Al-Bagarah (2): 272
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Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk,
tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun
harta yang kamu infakkan, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan kamu tidak
menginfakkan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa pun
yang kamu infakkan, niscaya akan disempurnakan balasannya, dan kamu tidak
akan dizalimi.”

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama infak, termasuk wakaf, adalah
untuk mencari keridaan Allah SWT. Dalam wakaf, keikhlasan menjadi syarat
utama agar amal tersebut diterima.

Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap harta yang diinfakkan
pada hakikatnya akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk pahala. Hal ini
memperkuat konsep wakaf sebagai amal jariyah yang memberikan keuntungan

spiritual bagi wagqif, baik di dunia maupun di akhirat.
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3) QS. Al-Hadid (57): 18
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun
perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan
dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan memperoleh pahala
yang mulia.”

Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan
mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Wakaf sebagai bentuk
sedekah yang berkelanjutan tentu memiliki nilai yang lebih besar karena
manfaatnya tidak terputus.

Konsep “pinjaman kepada Allah” dalam ayat ini menunjukkan bahwa
setiap harta yang diberikan di jalan Allah tidak akan hilang, melainkan akan
diganti dengan pahala yang lebih besar. Hal ini menjadi motivasi bagi umat Islam
untuk berwakaf sebagai bentuk pengabdian kepada Allah sekaligus membantu
sesama.

4) QS. An-Nahl (16): 97
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Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amal kebaikan akan mendapatkan
balasan dari Allah SWT. Wakaf sebagai salah satu bentuk amal saleh memiliki
nilai yang tinggi karena tidak hanya memberikan manfaat bagi pelakunya, tetapi

juga bagi masyarakat luas.
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Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sarana untuk
mencapai kehidupan yang baik (hayatan rayyibah), baik di dunia maupun di
akhirat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi
juga sebagai instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan umat.

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang wakaf sebagai salah satu
bentuk amal kebajikan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Hadis-
hadis tersebut menjadi dasar hukum yang memperjelas konsep, tujuan, serta

praktik wakaf dalam kehidupan umat Islam, yaitu sebagai berikut:
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Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya
kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak
saleh yang mendoakannya.”%!

Hadis ini menjadi dasar utama dalam pembahasan wakaf dalam Islam.
Istilah sadagah jariyah dalam hadis tersebut dipahami oleh para ulama sebagai
segala bentuk sedekah yang manfaatnya berlangsung terus-menerus, salah
satunya adalah wakaf. Berbeda dengan sedekah biasa yang manfaatnya bersifat
sementara, wakaf memiliki karakter keberlanjutan karena objeknya tetap utuh,
sedangkan hasil atau manfaatnya terus disalurkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, hadis ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi

ukhrawi yang sangat kuat. Pahala dari wakaf tidak terputus meskipun pewakaf

31 Muslim ibn al-Hajjaj, Sakih Muslim, Kitab al-Wasiyyah, Bab Ma Yalhaq al-Insan min
al-Thawab Ba‘da Wafatih, no. hadis 1631 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.), juz 3, him
1255.
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telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat.
Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu amal yang paling dianjurkan dalam
Islam, khususnya dalam rangka investasi pahala jangka panjang.

Dalam konteks sosial, hadis ini juga menegaskan bahwa wakaf berfungsi
sebagai instrumen pembangunan umat. Misalnya, wakaf tanah untuk masjid,
sekolah, atau fasilitas umum lainnya akan terus memberikan manfaat bagi
generasi berikutnya. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berdimensi ibadah,
tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam kehidupan

masyarakat.
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Artinya: “Sesungguhnya Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di
Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad saw. untuk meminta
petunjuk mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang belum pernah aku peroleh
harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang engkau perintahkan
kepadaku tentang tanah ini?” Nabi saw. bersabda: “Jika engkau mau,
tahanlah pokok (asal) tanah itu dan sedekahkan (wakafkan) manfaat atau
hasilnya.” Kemudian Umar mewakafkan tanah itu dengan ketentuan
bahwa pokok tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan
tidak boleh diwariskan. Hasil atau manfaatnya diperuntukkan bagi orang-
orang fakir, kaum kerabat, pembebasan budak, di jalan Allah, ibnu sabil
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(musafir yang kehabisan bekal), dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang
mengelolanya untuk memakan sebagian hasilnya secara patut atau
memberi makan temannya, selama tidak bertujuan memperkaya diri
darinya.”®?

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar bin Khattab memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad
saw. mengenai pemanfaatannya. Nabi menyarankan agar pokok tanah tersebut
dipertahankan, sedangkan hasil atau manfaatnya disedekahkan. Selanjutnya,
Umar mewakafkan tanah itu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tidak boleh
dijual, dihibahkan, maupun diwariskan, sementara manfaatnya diperuntukkan
bagi fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, kepentingan di jalan Allah, ibnu
sabil, dan tamu, serta pengelolanya diperbolehkan mengambil manfaat secara
wajar tanpa tujuan memperkaya diri.

Para ulama fikih menjadikan hadis ini sebagai landasan dalam
merumuskan definisi wakaf secara terminologis. Wakaf dipahami sebagai
penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan pokoknya,
untuk digunakan pada jalan kebaikan. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya
menjelaskan praktik wakaf, tetapi juga menjadi dasar konseptual dalam hukum
Islam.

Selain itu, hadis tersebut menjelaskan bahwa wakaf sebaiknya berasal dari
harta yang memiliki nilai dan disukai pemiliknya, sebagaimana tanah milik Umar
yang bernilai tinggi. Pemahaman ini selaras dengan ajaran Al-Qur’an yang
mendorong umat Islam untuk menafkahkan harta yang terbaik. Karena itu, hadis

ini kerap dijadikan sebagai landasan utama dalam pembahasan fikih wakaf.

32 Muslim ibn al-Hajjaj, Sakiz Muslim, Kitab al-Zakah, Bab al-Wagf, no. hadis 1632
(Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.), juz 3, him 1255.
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3. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus ditentukan secara jelas, misalnya mewakafkan
sebidang tanah untuk pembangunan masjid, mushala, pesantren, perkebunan, dan
kepentingan lainnya. Akan tetapi, apabila seseorang mewakafkan suatu harta
kepada badan hukum tanpa menyebutkan tujuan tertentu, wakaf tersebut tetap
dianggap sah karena pihak penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf
tersebut sesuai dengan peruntukan dan kemaslahatan yang semestinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4
menjelaskan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya. Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan bahwa wakaf berfungsi
untuk mewujudkan potensi dan nilai ekonomis harta benda wakaf demi
kepentingan ibadah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu,
Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 menegaskan bahwa fungsi wakaf ialah
mempertahankan manfaat dari benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafannya.
Dengan demikian, inti dari wakaf bukanlah menjaga keberadaan fisik benda
semata, melainkan mempertahankan keberlangsungan manfaatnya sesuai
peruntukan yang telah ditetapkan. Konsep dan fungsi wakaf tersebut
menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang lebih maju, karena wakaf
tidak hanya diarahkan pada kepentingan keagamaan dan sosial, tetapi juga dapat
mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, serta berbagai aspek lain yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.®*

4. Rukun dan Syarat Wakaf

33 Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan
Kebudayaan, Vol. 18, No. 2, 2017, him. 83.
34 Athoilah, Hukum Wakaf, (Bandung : Yrama Widya, 2014), him. 99.
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Bagi umat Islam yang ingin melaksanakan wakaf, tanah wakaf dapat
digunakan untuk kepentingan umum serta menunjang kegiatan ibadah masyarakat
kepada Allah SWT. Adapun menurut fikih, terdapat empat rukun wakaf, yaitu
wagqif (orang yang mewakafkan harta), mauquf ‘alaih (pihak penerima atau tujuan
wakaf), mauquf (harta benda yang diwakafkan), serta sighat atau ikrar, yaitu
pernyataan kehendak dari wagif untuk menyerahkan hartanya sebagai wakaf.*®

1. Wagqif merupakan pihak yang melaksanakan wakaf atau seseorang yang

menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Adapun syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh seorang wagqif terdiri atas empat ketentuan.

a. Orang yang berwakaf harus merupakan pemilik penuh atas harta
yang diwakafkan, sehingga ia memiliki kewenangan untuk
menyerahkan harta tersebut kepada pihak yang dikehendakinya.

b. Wagqif harus dalam keadaan berakal sehat, sehingga wakaf yang
dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan akal, tidak sadar,
atau sedang mabuk dianggap tidak sah.

¢. Wagqif juga harus telah mencapai usia baligh atau dewasa.

d. Selain itu, wagqif harus termasuk orang yang cakap dalam
melakukan tindakan hukum (rashid). Oleh karena itu, wakaf yang
dilakukan oleh anak di bawah umur, orang yang tidak memiliki
kecakapan hukum, orang yang sedang pailit, maupun seseorang
yang mengalami kelemahan daya ingat dipandang tidak sah.

2. Maugquf ‘alaih merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari

harta wakaf atau menjadi tujuan peruntukan wakaf tersebut. Dalam

% Nurmada Prima, “Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisiyah 2 Surabaya Sebagai Harta
Wakaf Perspektif Magasid al-Syariah”, Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 8, no.2, 2009, him. 74.
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literatur fikih, istilah mauquf ‘alaih terkadang juga dimaknai sebagai
pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara, dan
memanfaatkan harta wakaf, yang lebih dikenal dengan sebutan nazir.%
Adapun dari segi klasifikasinya, pihak yang menerima manfaat wakaf
(al-mauquf ‘alaih) terbagi menjadi dua jenis.

a. Tertentu (mu ayyan), yaitu pihak penerima wakaf telah ditentukan
secara jelas, baik untuk satu orang, dua orang, maupun kelompok
tertentu yang tidak dapat diubah. Penerima wakaf jenis ini harus
merupakan pihak yang memiliki kecakapan untuk mempunyai
harta (ahlan li al-tamlik). Oleh karena itu, seorang muslim yang
merdeka maupun Kkafir dzimmi yang memenuhi syarat tersebut
diperbolenkan menerima harta wakaf. Sebaliknya, orang yang
tidak cakap, budak, dan orang yang mengalami gangguan akal
tidak sah menerima wakaf.

b. Tidak tertentu (ghairu mu’ayyan), yaitu tujuan atau pihak
penerima wakaf tidak disebutkan secara rinci, misalnya wakaf
yang diperuntukkan bagi fakir miskin, tempat ibadah, dan
kepentingan umum lainnya. Adapun syarat bagi wakaf ghairu
mu’ayyan ialah bahwa pemanfaatan wakaf tersebut harus

diarahkan kepada hal-hal yang bernilai kebaikan dan dapat

3 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di
Negara Kita, ( Bandung : citra aditya bakti, 1990), him. 50.
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mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta diperuntukkan bagi
kepentingan Islam.®’

3. Mauquf merupakan harta benda yang dijadikan objek wakaf. Para
ulama mazhab sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus memenuhi
ketentuan sebagaimana barang yang diperjualbelikan, yaitu harus
bersifat nyata (konkret) dan benar-benar dimiliki oleh pihak yang
mewakafkan (wagqif).®® Adapun syarat-syarat harta wakaf (al-mauquf)
adalah sebagai berikut:

a. Harta yang diwakafkan harus termasuk barang yang memiliki nilai
(mutagawwam).

b. Harta tersebut harus jelas dan diketahui secara pasti (‘ain ma 'lum),
baik bentuk maupun kadarnya: jika berupa tanah, maka batas-
batasnya harus jelas. Apabila tidak diketahui secara jelas (majhul),
maka pengalihan hak milik tidak dianggap sah.

c. Harta wakaf harus benar-benar dimiliki oleh wagqif.

d. Harta tersebut harus berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan harta
lain (mufarrazan atau ghair asy-syai’), sehingga dapat dipisahkan

secara jelas sebagai objek wakaf.®

37 Masruchin, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang
Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)”, Journal of Islamic Development, Vol. 5, No. 2, Desember
2021, hilm. 74-75.

% Abdurrahman, Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di
Negara Kita, ( Bandung : citra aditya bakti, 1990), him. 47.

39 Masruchin, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang
Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)”, Journal of Islamic Development, Vol. 5, No. 2, Desember
2021, him. 75.
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4. Sighat adalah pernyataan dari waqif yang dapat disampaikan secara
lisan maupun tertulis, yang menegaskan bahwa suatu harta atau benda
telah diwakafkan, termasuk pelepasan hak kepemilikan wagif terhadap
harta tersebut.*® Adapun syarat-syarat sighat yang berkaitan dengan isi
pernyataan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan harus menggunakan lafaz yang secara jelas
menunjukkan makna wakaf.

b. Pernyataan tersebut harus bersifat langsung (tanjiz), tanpa
digantungkan pada syarat atau kondisi tertentu.

c. Isi pernyataan harus tegas dan tidak mengandung keraguan.

d. Pernyataan tidak boleh disertai syarat yang dapat membatalkan

akad wakaf.*!

B. Konsep Mauquf ‘Alaih
1. Pengertian Mauquf ‘Alaih

Dalam fikih wakaf, mauquf ‘alaih adalah pihak yang menjadi penerima
manfaat dari harta wakaf. Istilah ini merujuk kepada individu, kelompok,
lembaga, atau kepentingan umum yang dituju oleh wakif untuk memperoleh
manfaat dari harta yang diwakafkan. Keberadaan mauquf ‘alaih merupakan salah
satu unsur penting dalam wakaf karena tujuan utama wakaf adalah memberikan

manfaat yang berkelanjutan kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh sebab

40 Abdurrahman, Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di
Negara Kita, ( Bandung : citra aditya bakti, 1990), him. 48.

41 Masruchin, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang
Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)”, Journal of Islamic Development, Vol. 5, No. 2, Desember
2021, him. 7.



30

itu, penentuan mauquf ‘alaih harus jelas agar tujuan wakaf dapat terlaksana sesuai
dengan kehendak wakif dan ketentuan syariat Islam.*?

Para ulama sepakat bahwa mauquf ‘alaih harus merupakan pihak yang
dibenarkan oleh syariat untuk menerima manfaat wakaf. Penerima manfaat
tersebut dapat berupa orang tertentu (mu ‘ayyan), seperti anggota keluarga, fakir
miskin, atau individu tertentu, maupun pihak yang tidak ditentukan secara
spesifik (ghairu mu ‘ayyan), seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau
kepentingan sosial lainnya. Wakaf yang ditujukan kepada tujuan maksiat atau hal -
hal yang bertentangan dengan syariat tidak sah karena bertentangan dengan
prinsip dasar wakaf yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan.*®

Menurut mayoritas ulama, syarat utama mauquf ‘alaih adalah adanya
unsur kebajikan (al-birr) dan kemanfaatan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh
karena itu, wakaf dapat diberikan untuk kepentingan pendidikan, dakwah,
kesehatan, penelitian, pemberdayaan ekonomi umat, dan berbagai kegiatan sosial
yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa
ruang lingkup mauquf ‘alaih dalam Islam sangat luas selama tujuan
pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.**

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, konsep mauquf ‘alaih
tercermin dalam pengaturan mengenai peruntukan harta wakaf sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22

menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan

42 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIl (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), him. 154.

43 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagf (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971),
hlm. 56-57.

4 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him. 378.
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kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada
fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat, serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
penerima manfaat wakaf tidak hanya terbatas pada individu tertentu, tetapi juga
dapat mencakup kepentingan masyarakat luas.*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mauquf ‘alaih
merupakan unsur yang menentukan arah dan tujuan pemanfaatan harta wakaf.
Kejelasan pihak penerima manfaat menjadi faktor penting dalam menjaga
keberlangsungan fungsi sosial wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara
berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif.

2. Syarat-Syarat Mauquf ‘Alaih

Maugquf ‘alaih merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari harta
wakaf, baik berupa individu, kelompok, maupun lembaga yang dituju oleh wakif.
Dalam fikih wakaf, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi
agar mauquf ‘alaih sah menurut syariat.

Pertama, mauquf ‘alaih harus ditentukan secara jelas oleh wakif pada saat
ikrar wakaf dilakukan. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa dan
memastikan bahwa manfaat wakaf disalurkan sesuai dengan kehendak wakif.
Oleh karena itu, wakif harus menyebutkan secara tegas kepada siapa atau untuk

kepentingan apa harta wakaf tersebut diperuntukkan.*®

45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal
22.

46 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V11l (Damaskus: Daral-
Fikr, 1985), him. 160.
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Kedua, penerima manfaat wakaf harus merupakan pihak yang dapat
diketahui keberadaannya atau dapat dipastikan eksistensinya. Dalam hal wakaf
ditujukan kepada individu tertentu, orang tersebut harus jelas identitasnya.
Adapun jika ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, sekolah,
pesantren, atau fakir miskin, maka tujuan tersebut harus dapat diidentifikasi
secara nyata.*’

Ketiga, tujuan pemberian manfaat wakaf kepada mauquf ‘alaih harus
mengandung unsur kebajikan (al-birr) dan tidak bertentangan dengan syariat
Islam. Oleh karena itu, wakaf tidak sah apabila diperuntukkan bagi kegiatan
maksiat, kemungkaran, atau tujuan yang dilarang oleh agama. Sebaliknya, wakaf
yang ditujukan untuk ibadah, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan kesejahteraan
sosial dinilai sah karena mengandung kemaslahatan.*®

Keempat, mauquf ‘alaih harus memiliki kemampuan untuk menerima
manfaat dari harta wakaf. Artinya, manfaat wakaf tersebut dapat dinikmati atau
digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Syarat ini
menunjukkan bahwa keberadaan mauquf ‘alaih harus memungkinkan
terealisasinya manfaat wakaf secara nyata.*’

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, para ulama membagi mauquf ‘alaih
menjadi dua kategori, yaitu mauquf ‘alaih mu ‘ayyan (penerima tertentu), seperti
anggota keluarga atau individu tertentu, dan mauquf ‘alaih ghairu mu ‘ayyan

(penerima umum), seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau

47 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagf (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971),
him. 63.

4 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnabh, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him. 381.

49 Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba ‘ah, Juz 111 (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Tlmiyyah, 2003), hlm. 51-52.
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kepentingan sosial lainnya. Selama tujuan wakaf mengandung kemaslahatan dan
tidak bertentangan dengan syariat, maka penetapan mauquf ‘alaih tersebut
dianggap sah.*

3. Mauquf ‘Alaih dan Perluasan Sasaran Manfaat Wakaf

Dalam fikih wakaf, mauquf ‘alaih merupakan pihak yang berhak
menerima manfaat dari harta wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif. Keberadaan
mauquf ‘alaih menjadi salah satu unsur penting dalam wakaf karena berkaitan
langsung dengan tujuan dan arah pemanfaatan harta wakaf. Para ulama
menjelaskan bahwa penerima manfaat wakaf dapat berupa individu tertentu,
kelompok masyarakat, maupun lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan,
pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum lainnya. Selama tujuan pemanfaatan
tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wakaf dianggap sah dan
dapat dilaksanakan sesuai kehendak wakif.>!

Pada masa awal perkembangan Islam, sasaran manfaat wakaf umumnya
ditujukan untuk kepentingan ibadah seperti masjid, pemeliharaan tempat ibadah,
dan bantuan kepada fakir miskin. Namun, seiring perkembangan kebutuhan
masyarakat, pemanfaatan wakaf mengalami perluasan yang mencakup berbagai
sektor kehidupan. Wakaf tidak lagi terbatas pada penyediaan sarana ibadah, tetapi
juga digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, penelitian,
pemberdayaan ekonomi umat, serta berbagai kepentingan publik lainnya yang

memberikan manfaat luas bagi masyarakat.>?

50 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

51 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIl (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), him. 154-155.

52 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagf (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971),
him. 68—70.
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Perluasan sasaran manfaat wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan
syariat (magasid al-syari‘ah) yang menekankan terciptanya kemaslahatan dan
pencegahan kemudaratan. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa selama
tujuan baru tersebut tetap berada dalam koridor kebajikan (al-birr) dan tidak
bertentangan dengan maksud dasar wakaf, maka perluasan manfaat wakaf dapat
dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep mauquf ‘alaih bersifat fleksibel
dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa
menghilangkan prinsip dasar wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat.>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perluasan sasaran manfaat wakaf
memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan
bagi sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir
miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, peningkatan ekonomi umat, serta
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara
memberikan ruang yang luas terhadap pengembangan manfaat wakaf demi
kepentingan masyarakat.>

Berkaitan dengan penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf pada
MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, perluasan sasaran manfaat wakaf dapat dilihat
dari penggunaan tanah wakaf yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat
berlangsungnya kegiatan pendidikan formal, tetapi juga memberikan manfaat
yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Keberadaan sekolah tersebut menjadi

sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyebaran nilai-nilai

8 Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Igtisad al-Islami (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1995), him. 257-259.
>4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.
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keagamaan, serta mendukung pembangunan sosial masyarakat. Dengan
demikian, pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan negeri tetap dapat
dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan wakaf yang sesuai dengan
konsep mauquf ‘alaih dalam fikih maupun hukum positif karena manfaatnya tetap
kembali kepada kemaslahatan umat.>
4. Perbedaan Maugquf 'Alaih dan Nazhir

Dalam hukum wakaf, mauquf ‘alaih dan nazhir merupakan dua unsur
yang memiliki kedudukan berbeda meskipun sama-sama berkaitan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf. Mauquf ‘alaih adalah pihak yang
menjadi tujuan atau penerima manfaat dari harta wakaf, sedangkan nazhir adalah
pihak yang diberi tugas untuk mengelola, memelihara, mengembangkan, dan
menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh
wakif. Dengan demikian, mauquf ‘alaih berfungsi sebagai penerima manfaat,
sedangkan nazhir berfungsi sebagai pengelola wakaf.>®

Perbedaan lainnya terletak pada kedudukan hukum masing-masing.
Mauquf ‘alaih merupakan salah satu rukun wakaf yang berkaitan dengan tujuan
peruntukan wakaf. Tanpa adanya pihak yang dituju untuk menerima manfaat,
tujuan wakaf tidak dapat terwujud secara jelas. Sebaliknya, nazhir merupakan
pihak yang bertanggung jawab menjalankan amanah pengelolaan wakaf agar

manfaat yang diinginkan wakif dapat tersampaikan kepada mauquf ‘alaih. Oleh

5 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), him.
84-86.

% Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), him. 154-156.
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karena itu, keberadaan nazhir lebih berorientasi pada aspek manajemen dan
administrasi wakaf.>’

Dalam praktiknya, mauquf ‘alaih dapat berupa individu tertentu,
kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, pesantren, atau
kepentingan umum lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Adapun nazhir dapat
berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang memenuhi syarat
untuk mengelola harta wakaf. Tugas nazhir tidak hanya menjaga keberadaan harta
wakaf, tetapi juga mengembangkan dan memberdayakannya agar memberikan
manfaat yang optimal bagi mauquf ‘alaih.>®

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan nazhir diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 11
menjelaskan bahwa nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda
wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi,
dan peruntukannya, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, dan
melaporkan pelaksanaan tugas kepada instansi yang berwenang. Sementara itu,
mauquf ‘alaih tercermin dalam ketentuan mengenai peruntukan harta wakaf
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.%°

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mauquf ‘alaih dan
nazhir memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Mauquf ‘alaih
merupakan pihak yang menerima manfaat wakaf, sedangkan nazhir merupakan

pihak yang mengelola dan menyalurkan manfaat tersebut. Keberhasilan

57 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagf (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi,
1971), him. 56-58.

%8 Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba ‘ah, Juz 111 (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2003), him. 43-45.

59 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal
11 dan Pasal 22.
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pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan nazhir dalam
menjalankan amanah sehingga tujuan wakaf yang ditujukan kepada mauquf ‘alaih

dapat tercapai secara optimal.®

. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Fikih Wakaf
1. Pengertian Pemanfaatan Tanah Wakaf

Wakaf tanah dipandang sebagai salah satu sarana bagi masyarakat Muslim
dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial serta berbagai kepentingan yang
berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, wakaf menjadi instrumen
yang mampu menghadirkan solusi bagi kepentingan umat, yang belum tentu
ditemukan padanannya dalam masyarakat lain. Dalam sejarah perkembangan dan
peradaban Islam, lembaga atau pranata wakaf memiliki kedudukan yang sangat
penting. Berbagai institusi wakaf telah dimanfaatkan sebagai pusat penyebaran
ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sekaligus menjadi wadah bagi para ulama,
fugaha, dan cendekiawan untuk mengembangkan ilmu serta keahlian mereka.
Adapun beberapa lembaga wakaf yang menjalankan fungsi tersebut antara lain
sebagai berikut:

Pertama, wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan tempat ibadah seperti
masjid. Kedua, digunakan untuk al-Katatib atau pusat belajar baca tulis. Al-kuttab
maupun al-maktab merupakan lembaga pendidikan dasar bagi anak-anak dan
pemula untuk mempelajari kemampuan membaca, menulis, membaca al-Qur’an,
serta dasar-dasar ilmu agama. Ketiga, wakaf juga dimanfaatkan untuk pendirian
madrasah atau sekolah. Keempat, digunakan untuk maktabah atau perpustakaan.

Perpustakaan berbasis wakaf tersebut berperan penting dalam perkembangan

80 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), him.
74-T76.
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intelektual umat Islam karena menjadi pusat rujukan ilmu pengetahuan bagi para
ulama dan cendekiawan, sehingga mereka dapat memperoleh berbagai sumber
ilmu secara bebas melalui buku-buku yang tersedia.5!

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan wakaf adalah menahan
pokok harta (k#abs al-asl) dan mengalirkan manfaatnya kepada pihak yang dituju
untuk mewujudkan kebajikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap bentuk
pemanfaatan tanah wakaf harus tetap menjaga keberadaan pokok harta wakaf dan
mengarahkan manfaatnya kepada tujuan yang dibenarkan syariat.5?

Pemanfaatan tanah wakaf juga harus dilakukan secara amanah dan sesuai
dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pengelolaannya, tanah wakaf biasanya
dikelola oleh nazir yang bertanggung jawab menjaga, memanfaatkan, dan
mengembangkan harta wakaf agar tetap memberikan manfaat secara
berkelanjutan. Nazir memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tanah wakaf
digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Ketentuan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Dalam perspektif fikih wakaf, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan
sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wagqif. Tanah wakaf tidak
boleh digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan syariat Islam

ataupun dimanfaatkan di luar tujuan utama wakaf. Oleh sebab itu, setiap bentuk

61 Agus T, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf : Konsep Klasik dan Keterbatasan
Inovasi Pemanfaatan di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4, Vol. 21 Oktober
2014, him. 588

62 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), him. 154-1609.
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pemanfaatan tanah wakaf harus tetap memperhatikan nilai kemaslahatan dan
kepentingan umum sebagaimana tujuan dasar dari disyariatkannya wakaf.5

Ketentuan utama dalam pemanfaatan tanah wakaf adalah menjaga pokok
harta wakaf agar tetap utuh dan tidak hilang. Para ulama menjelaskan bahwa harta
wakaf tidak boleh = dijual, diwariskan, dihibahkan, ataupun dialihkan
kepemilikannya kepada pihak lain karena statusnya telah menjadi harta wakaf
yang diperuntukkan bagi kepentingan umat.%* Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf
sebagai amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh
masyarakat.

Selain menjaga keutuhan harta wakaf, pemanfaatan tanah wakaf juga
harus dilakukan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah ditentukan oleh wagqif.
Apabila sejak awal tanah wakaf diperuntukkan bagi pendidikan, maka
pemanfaatannya harus tetap berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan
kegiatan yang mendukung kemaslahatan masyarakat. Dalam fikih wakaf
dijelaskan bahwa tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wagqif harus dihormati
dan tidak boleh diubah secara sembarangan.®®

Dalam praktiknya, pemanfaatan tanah wakaf juga perlu memperhatikan
kondisi dan kebutuhan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa selama
pemanfaatan tersebut memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat dan
tidak menyimpang dari tujuan wakaf, maka pemanfaatan tersebut diperbolehkan.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga

8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:
UlI Press, 2005, him. 52.

64 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-1slami wa Adillatuhu, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1985,
him. 169.

8 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagqf, Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1971,
him. 41.
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sebagai instrumen sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
3. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf

Para ulama memiliki pandangan yang pada dasarnya sejalan mengenai
pemanfaatan tanah wakaf, yaitu bahwa harta wakaf harus digunakan untuk
kepentingan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan
tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wagqif. Pemanfaatan tanah wakaf tidak
boleh bertentangan dengan syariat Islam dan harus tetap menjaga pokok harta
wakaf agar manfaatnya dapat berlangsung secara terus-menerus.%

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf merupakan menahan suatu benda
yang tetap berada dalam kepemilikan wagqif dan manfaatnya disedekahkan untuk
kepentingan umum. Berdasarkan pandangan ini, pemanfaatan tanah wakaf
diperbolehkan selama manfaat dari tanah tersebut digunakan untuk kebaikan dan
kemaslahatan masyarakat.®” Pendapat Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa
tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat sosial kepada umat.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf merupakan
pemberian manfaat dari suatu harta dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kehendak waqif. Menurut beliau, pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf dan tetap
memberikan manfaat bagi masyarakat.%® Pendapat ini menunjukkan adanya

fleksibilitas dalam pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan kebutuhan umat.

8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:
UlI Press, 2005, him. 61.

67 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1985,
him. 171.

8 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagqf, Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1971,
him. 52.
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Imam Syafi’i menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan
mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Dalam pandangan mazhab Syafi’i, harta
wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dialihkan kepemilikannya karena
statusnya telah menjadi harta wakaf untuk kepentingan umum.%® Oleh sebab itu,
pemanfaatan tanah wakaf harus tetap menjaga keberadaan pokok tanah dan
digunakan untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam, seperti pendidikan,
ibadah, dan kegiatan sosial.

4. Prinsip-Prinsip Tanah Wakaf

Dalam perspektif fikih wakaf, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam agar tujuan wakaf dapat tercapai dengan
baik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan dan
penggunaan tanah wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara
berkelanjutan oleh masyarakat.”

Prinsip pertama adalah prinsip menjaga keutuhan harta wakaf (hifz al-
ashl). Dalam wakaf, pokok harta yang diwakafkan harus tetap terpelihara dan
tidak boleh hilang ataupun berpindah kepemilikan. Oleh sebab itu, tanah wakaf
tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, ataupun dialihkan kepada pihak lain
karena statusnya telah menjadi harta wakaf untuk kepentingan umum.” Yang
dimanfaatkan dalam wakaf adalah hasil atau manfaat dari tanah tersebut,

sedangkan keberadaan tanahnya harus tetap dijaga.

89 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, him. 385.

0 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:
UlI Press, 2005, him. 70.

1 2. Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr,
1985, him. 178.
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Prinsip kedua adalah prinsip kemanfaatan (al-manfa‘ah). Tanah wakaf
harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat
luas, baik dalam bidang ibadah, pendidikan, sosial, maupun kesejahteraan umum.
Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah menciptakan
kemaslahatan bagi umat sehingga setiap bentuk pemanfaatan tanah wakaf harus
memiliki nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat. > Oleh karena itu,
pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan dan kegiatan sosial
dipandang sesuai dengan tujuan wakaf dalam Islam.

Prinsip ketiga adalah prinsip kesesuaian dengan tujuan wakaf.
Pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan sesuai dengan ikrar dan tujuan yang
telah ditetapkan oleh wagqif. Jika tanah wakaf diperuntukkan bagi pendidikan,
maka penggunaannya harus tetap berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan
kemaslahatan masyarakat.” Prinsip ini bertujuan untuk menjaga amanah wagif
agar harta wakaf tidak digunakan secara menyimpang dari tujuan awalnya.

Prinsip keempat adalah prinsip keberlanjutan manfaat. Wakaf merupakan
bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya diharapkan dapat berlangsung dalam
jangka panjang. Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan secara
baik dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang
maupun generasi yang akan datang.”* Dalam hal ini, pengelolaan wakaf harus
dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat pula prinsip amanah dan tanggung jawab dalam

pengelolaan tanah wakaf. Nazir sebagai pihak yang mengelola wakaf memiliki

2 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagqf, Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1971,
him. 61.

3 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, him. 387.

4 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, him. 70.
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kewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan tanah wakaf
secara amanah sesuai dengan syariat Islam. Nazir tidak boleh menyalahgunakan
harta wakaf untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang bertentangan
dengan tujuan wakaf.”™ Prinsip amanah tersebut sangat penting agar fungsi sosial
wakaf dapat berjalan dengan baik.

Prinsip lainnya adalah prinsip kemaslahatan umum. Dalam Islam,
pemanfaatan tanah wakaf harus diarahkan untuk kepentingan umat dan
memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan
tanah wakaf tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga dapat
digunakan untuk pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, dan aktivitas lain yang
membantu kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa wakaf
memiliki fungsi sosial yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan
tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf harus dilakukan secara amanah, sesuai
dengan tujuan wakaf, menjaga keutuhan harta wakaf, dan memberikan manfaat
yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut,
fungsi sosial dan keagamaan wakaf dapat berjalan secara optimal sesuai dengan

tujuan syariat Islam.

D. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif
A. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia secara khusus diatur dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut
dibentuk sebagai landasan hukum dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan

perlindungan harta wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi

S Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005, him. 74.
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kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.’® Dengan adanya pengaturan
tersebut, wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah keagamaan, tetapi juga
sebagai instrumen sosial yang memiliki nilai ekonomi dan kemanfaatan bagi
umat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa
wakaf adalah perbuatan hukum wagqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.”” Berdasarkan ketentuan tersebut, wakaf
memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara
berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri atas
benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu bentuk benda tidak bergerak
yang paling banyak diwakafkan di Indonesia adalah tanah. Tanah wakaf dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pembangunan masjid, lembaga
pendidikan, fasilitas kesehatan, kegiatan sosial, dan kepentingan umum lainnya
yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.’®

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan peluang
terhadap pengembangan dan pemanfaatan wakaf secara produktif selama tidak
bertentangan dengan syariat Islam. Pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga
pendidikan merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang sesuai dengan

ketentuan hukum positif karena memberikan manfaat sosial dan pendidikan

6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:
UlI Press, 2005, him. 85.

" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.



45

kepada masyarakat.”® Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah wakaf sekolah tidak
hanya memiliki dasar dalam fikih Islam, tetapi juga memiliki landasan hukum
yang jelas dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf
sekaligus mengatur pemanfaatannya agar dapat digunakan untuk kepentingan
ibadah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan
mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia juga dijabarkan lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan tersebut disusun guna
memberikan pengaturan yang lebih terperinci terkait prosedur perwakafan,
pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf di Indonesia.®

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa
wakaf harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan bertujuan untuk
mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan
ibadah dan kesejahteraan umum.®! Dengan adanya ketentuan tersebut, wakaf
tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki
fungsi sosial dan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

8 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

81 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 2.



46

Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan
ikrar wakaf. Wagif yang ingin mewakafkan hartanya harus mengucapkan ikrar
wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan
oleh dua orang saksi.?? Setelah itu, dibuat Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti hukum
bahwa harta tersebut telah sah diwakafkan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap status harta wakaf agar terhindar dari
sengketa di kemudian hari.

Selain mengatur tata cara wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab nazir dalam pengelolaan harta
wakaf. Nazir memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola,
menjaga, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi
wakaf.23 Dalam menjalankan tugasnya, nazir harus mengelola harta wakaf secara
amanah dan profesional agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh
masyarakat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga memberikan
perlindungan terhadap harta wakaf agar tidak disalahgunakan atau dialihkan
secara melawan hukum. Tanah wakaf yang telah diikrarkan harus digunakan
sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh dipindahtangankan tanpa alasan yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.®* Ketentuan ini bertujuan untuk
menjaga keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memiliki peranan penting dalam mengatur

82 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 17.

8 Pperaturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 48.

84 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:
Ul Press, 2005, him. 94.
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pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi
pedoman dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan tanah wakaf agar
dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kepentingan ibadah,

pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
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BAB TIGA
ANALISIS PRAKTIK PERLUASAN SASARAN PEMANFAATAN
TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM
POSITIF

A. Sejarah dan Profil MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banda Aceh atau yang dalam

penelitian ini disebut MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh merupakan salah satu
lembaga pendidikan dasar Islam negeri yang berada di wilayah Kecamatan Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh. Secara geografis, madrasah ini terletak di Jalan Mesjid
Tuha Nomor 02, Gampong Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda
Aceh. Lokasi madrasah berada di wilayah timur Kota Banda Aceh dan berbatasan
langsung dengan Kabupaten Aceh Besar. Posisi geografis tersebut menjadikan
MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh sebagai salah satu lembaga pendidikan yang
cukup strategis dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat, baik
masyarakat sekitar maupun masyarakat dari wilayah lainnya.®®

MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh berdiri di atas lahan seluas 3.723 m2 yang
dalam administrasi kelembagaan tercatat sebagai tanah milik masyarakat.
Keberadaan madrasah ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pendidikan
Islam dasar di Kecamatan Ulee Kareng yang sejak awal berdirinya bertujuan
memberikan akses pendidikan kepada masyarakat sekitar. Kecamatan Ulee
Kareng sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas
wilayah sekitar 6.150 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 28.610 jiwa yang
terdiri atas 14.083 jiwa laki-laki dan 14.527 jiwa perempuan. % Kondisi

demografis tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses

8 Hasil Wawancara dengan Patriansyah, Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi,
pada tanggal 6 April 2026, di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.
8 1hid.
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pendidikan dasar menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan
lembaga pendidikan di wilayah ini.

Secara historis, MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh telah mengalami
beberapa tahapan perkembangan kelembagaan. Berdasarkan data profil sekolah,
madrasah ini pertama kali didirikan pada tahun 1959 dengan kepala madrasah
pertama yaitu Tgk. H. Abdul Hamid yang menjabat pada periode 1959 sampai
dengan 1963.8” Pada awal keberadaannya, lembaga pendidikan ini berbentuk
Sekolah Rakyat (SR) yang kemudian mengalami perkembangan menjadi
Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). Perubahan bentuk kelembagaan tersebut
menunjukkan adanya perkembangan kebutuhan pendidikan masyarakat terhadap
pendidikan berbasis keislaman di wilayah Kecamatan Ulee Kareng.

Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan tersebut mengalami
perubahan status menjadi madrasah negeri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret
1978, lembaga pendidikan ini resmi ditetapkan sebagai Madrasah Ibtidaiyah
Negeri (MIN) pada masa kepemimpinan Menteri Agama Republik Indonesia, H.
Mukti Ali. Penetapan status negeri tersebut menjadi titik penting dalam
perkembangan madrasah karena berdampak pada perubahan sistem pengelolaan,
administrasi pendidikan, kurikulum, serta pola pelayanan pendidikan yang
menyesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan di bawah Kementerian
Agama Republik Indonesia.

Di samping itu, secara geografis MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh berada
di salah satu kawasan yang dikenal sebagai pusat wisata kuliner kopi khas Ulee

Kareng yang cukup terkenal di tingkat nasional maupun internasional.

87 Ibid.
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Lingkungan sosial yang berkembang di sekitar madrasah menjadi salah satu
faktor yang turut memengaruhi dinamika kehidupan pendidikan dan interaksi
masyarakat dengan lembaga pendidikan tersebut.®® Keberadaan madrasah di
tengah masyarakat juga menjadikan MIN 5 Ulee Kareng memiliki hubungan
sosial yang erat dengan masyarakat sekitar, terutama dalam kaitannya dengan
sejarah perkembangan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa MIN 5 Ulee Kareng
Banda Aceh merupakan lembaga pendidikan Islam dasar yang memiliki
perjalanan sejarah cukup panjang sejak tahun 1959 hingga berkembang menjadi
madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Perubahan status kelembagaan dari sekolah rakyat, madrasah swasta, hingga
menjadi madrasah negeri menunjukkan adanya perkembangan fungsi pendidikan
yang semakin luas. Hal ini juga menjadi penting dalam memahami dinamika
pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk keterkaitannya dengan praktik
pemanfaatan tanah yang menjadi lokasi berdirinya madrasah sebagaimana

dibahas pada subbab berikutnya.

B. Praktik Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah

Praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5
Ulee Kareng Banda Aceh tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal keberadaan
tanah wakaf tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanah yang

saat ini digunakan sebagai lokasi berdirinya MIN 5 Ulee Kareng berasal dari tanah

8 Hasil awancara dengan Erna, Bidang Kurikulum, pada tanggal 6 April 2026, di
MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.
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milik beberapa masyarakat yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan.
Pewakafan tersebut dilakukan ketika masyarakat menginginkan adanya lembaga
pendidikan di wilayah tersebut sebagai sarana bagi anak-anak untuk memperoleh
pendidikan yang lebih mudah dijangkau oleh lingkungan sekitar.

Pada masa awal pendiriannya, sekolah yang berdiri di atas tanah wakaf
tersebut masih berbentuk sekolah rakyat dan belum berstatus sekolah negeri.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan sekolah dipahami masyarakat sebagai
lembaga pendidikan yang lahir dari kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab
itu, masyarakat memiliki harapan besar agar manfaat pendidikan yang dihasilkan
dari tanah wakaf tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar,
khususnya masyarakat Gampong Ulee Kareng. Harapan tersebut berkembang
seiring dengan pemahaman masyarakat bahwa tanah yang digunakan untuk
sekolah merupakan tanah yang berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi
kepentingan pendidikan masyarakat sekitar.

Menurut keterangan Mawardi selaku Tuha Peut Gampong Ulee Kareng,
pada masa awal pewakafan tanah, masyarakat tidak menyerahkan tanah secara
mutlak kepada pemerintah dalam pengertian menghilangkan harapan sosial
terhadap pemanfaatannya. Keberadaan sekolah dipandang sebagai sarana
pendidikan yang diharapkan mampu memberikan akses pendidikan bagi anak-
anak masyarakat sekitar, terutama keluarga yang tinggal di lingkungan gampong
tempat sekolah tersebut berdiri. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa
tanah wakaf tersebut memiliki hubungan erat dengan kepentingan pendidikan
warga lokal meskipun tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk aturan tertulis.

Seiring perkembangan waktu, sekolah mengalami perubahan status

kelembagaan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang berada di bawah
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naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan status ini
membawa konsekuensi terhadap sistem pengelolaan sekolah, baik dari aspek
administrasi, kurikulum, maupun mekanisme penerimaan peserta didik baru.
Apabila sebelumnya sekolah dipandang lebih dekat dengan kebutuhan
masyarakat setempat, maka setelah menjadi madrasah negeri, pengelolaan
sekolah mengikuti standar dan kebijakan pendidikan yang berlaku secara umum
pada madrasah negeri di Kota Banda Aceh.

Perubahan sistem tersebut turut memengaruhi praktik penerimaan peserta
didik baru. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak sekolah tidak
menerapkan sistem penerimaan khusus bagi warga Gampong Ulee Kareng,
melainkan menggunakan mekanisme seleksi umum sebagaimana diterapkan pada
madrasah negeri lainnya. Dalam proses penerimaan siswa, calon peserta didik
diwajibkan memenuhi sejumlah standar tertentu, seperti kemampuan dasar
membaca, menulis, serta hasil evaluasi yang ditetapkan sekolah. Kondisi ini
menyebabkan tidak seluruh anak dari masyarakat sekitar dapat diterima di
sekolah tersebut karena harus bersaing dengan peserta didik lain yang berasal dari
luar wilayah.

Menurut informasi yang diperoleh dari informan penelitian, masyarakat
menilai bahwa jumlah peserta didik yang berasal dari luar lingkungan Gampong
Ulee Kareng lebih dominan dibandingkan peserta didik dari masyarakat sekitar.
Dalam praktiknya, masyarakat bahkan memperkirakan bahwa sebagian besar
siswa yang diterima berasal dari luar wilayah, sedangkan jumlah siswa dari
masyarakat sekitar relatif lebih sedikit. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan

di tengah masyarakat karena mereka beranggapan bahwa sekolah berdiri di atas
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tanah wakaf masyarakat setempat sehingga seharusnya terdapat perhatian tertentu
terhadap akses pendidikan warga sekitar.

Mawardi menjelaskan bahwa keluhan masyarakat muncul terutama ketika
anak-anak dari keluarga masyarakat sekitar tidak dapat diterima di sekolah
tersebut akibat tidak memenuhi standar seleksi yang ditetapkan. Dalam beberapa
kasus, masyarakat menganggap kondisi tersebut kurang sesuai dengan harapan
awal ketika tanah diwakafkan, karena terdapat keluarga yang memiliki hubungan
historis dengan tanah wakaf tetapi anak-anaknya justru tidak memperoleh
kesempatan untuk bersekolah di lokasi tersebut. Keadaan ini kemudian
memunculkan persepsi bahwa manfaat tanah wakaf yang sebelumnya dipahami
lebih dekat dengan kepentingan masyarakat sekitar telah mengalami perubahan
sasaran pemanfaatan.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah gampong
bersama masyarakat secara berkala melakukan musyawarah dengan pihak
sekolah untuk menyampaikan aspirasi mengenai penerimaan peserta didik baru.
Musyawarah dilakukan dengan tujuan mencari jalan tengah agar masyarakat
sekitar tetap memperoleh perhatian dalam akses pendidikan, tanpa mengabaikan
sistem dan aturan yang berlaku pada lembaga pendidikan negeri. Akan tetapi,
menurut hasil wawancara, pihak sekolah tetap menjalankan mekanisme
penerimaan peserta didik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi
terkait sehingga tidak memberikan perlakuan khusus atau hak istimewa kepada
masyarakat sekitar dalam proses penerimaan siswa.

Di sisi lain, perubahan status sekolah menjadi madrasah negeri
menyebabkan sasaran manfaat pendidikan yang dihasilkan dari tanah wakaf

tersebut menjadi lebih luas. Jika pada awal keberadaannya sekolah lebih dipahami
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sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar, maka dalam praktik saat ini
sekolah telah melayani masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Banda Aceh.
Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sasaran pemanfaatan tanah wakaf
sekolah dari yang sebelumnya lebih dekat dengan masyarakat lokal menuju
cakupan penerima manfaat yang lebih luas sesuai perkembangan lembaga
pendidikan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa
praktik pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh
menunjukkan adanya perubahan orientasi penerima manfaat pendidikan.
Meskipun tanah wakaf tetap digunakan sesuai tujuan utamanya, yaitu sebagai
sarana pendidikan, sasaran pemanfaatannya mengalami perkembangan dari yang
semula dipahami lebih berorientasi kepada masyarakat sekitar menjadi terbuka
bagi masyarakat umum. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting
yang memunculkan dinamika sosial di tengah masyarakat sekaligus menjadi dasar
untuk menelaah lebih lanjut bagaimana praktik tersebut ditinjau dalam perspektif

fikih wakaf dan hukum positif.

C. Tinjauan Fikih Wakaf terhadap Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah
Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial

yang bertujuan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi kepentingan umat.

Wakaf tidak hanya dipahami sebagai penahanan harta, tetapi juga berkaitan

dengan pemanfaatan manfaat harta tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan

pewakafan. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf harus selalu diarahkan
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pada tujuan kebajikan (al-birr) dan kemaslahatan (maslakah) sebagaimana
dimaksud oleh wagqif.®°

Abu Zahrah menjelaskan bahwa tujuan wakaf tidak hanya terbatas pada
kepentingan ibadah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kemaslahatan sosial
yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, selama pemanfaatan tanah
wakaf tetap berada dalam koridor kebajikan dan tidak menyimpang dari tujuan
wakaf, maka perluasan manfaat kepada kelompok yang lebih luas dapat diterima
dalam fikih wakaf.%

Salah satu unsur penting dalam fikih wakaf ialah mauquf ‘alaih, yaitu
pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf. Pada prinsipnya, penerima
manfaat wakaf harus sesuai dengan tujuan pewakafan dan tidak bertentangan
dengan Kketentuan syariat. Para ulama menjelaskan bahwa apabila wagqif
menentukan sasaran tertentu secara jelas, maka pemanfaatan wakaf wajib
mengikuti ketentuan tersebut. Namun, apabila tidak terdapat pembatasan yang
tegas mengenai penerima manfaat, maka pemanfaatan wakaf dapat berkembang
selama tetap berada dalam ruang lingkup tujuan wakaf.%

Berdasarkan hasil penelitian pada subbab sebelumnya, tanah wakaf yang
digunakan sebagai lokasi MIN 5 Ulee Kareng sejak awal diperuntukkan untuk
kepentingan pendidikan. Dalam perkembangannya, manfaat pendidikan yang
semula dipahami lebih dekat dengan masyarakat sekitar mengalami perluasan

kepada masyarakat yang lebih luas setelah sekolah berubah status menjadi

89 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 10 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 183

% Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Waqf (Kairo: Dar al-Fikr al->Arabi,
1971), him. 68-70

9L Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Wagf (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), 63-65.
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madrasah negeri. Meskipun terjadi perubahan cakupan penerima manfaat, fungsi
utama tanah wakaf tetap dipertahankan sebagai sarana pendidikan.

Dalam perspektif fikih wakaf, kondisi tersebut pada dasarnya masih dapat
dibenarkan selama pemanfaatan wakaf tidak menyimpang dari tujuan pokok
wakaf (magsiid al-waqgf). Hal ini disebabkan karena pendidikan termasuk salah
satu bentuk kebajikan yang memiliki nilai kemanfaatan luas bagi masyarakat.
Selama tanah wakaf tetap digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan tidak
dialihkan pada fungsi lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf, maka
substansi wakaf masih tetap terjaga.*

Dalam perspektif magasidal-syari‘ah, perluasan sasaran pemanfaatan
wakaf merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umum (al-maslahah al-
‘ammah). Selama manfaat wakaf tetap digunakan untuk pendidikan dan tidak
bertentangan dengan tujuan wagqif, maka perluasan penerima manfaat dapat
dipandang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.*®

Selain itu, konsep kemaslahatan (mas/ahah ‘ammah) dalam fikih Islam
memberikan ruang terhadap berkembangnya manfaat wakaf sesuai kebutuhan
sosial masyarakat. Pendidikan sebagai sarana pembentukan ilmu pengetahuan
merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga akal (hifz al-‘ag/). Oleh

karena itu, pemanfaatan tanah wakaf yang memberi manfaat kepada masyarakat

9 Muhammad Abii Zahrah, Muhadarat fi al-Wagf, him. 71.
9 Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlagq fi al-Igtisad al-Islami (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1995), him. 257-259.
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luas pada dasarnya tetap berada dalam koridor syariat selama tidak
menghilangkan esensi tujuan awal wakaf.%*

Meskipun demikian, dalam praktik pengelolaan wakaf tetap perlu
memperhatikan aspek keadilan sosial dan hubungan kemasyarakatan. Harapan
masyarakat sekitar terhadap akses pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari
ekspektasi sosial atas keberadaan wakaf. Oleh sebab itu, meskipun secara fikih
perluasan sasaran pemanfaatan masih dapat diterima, prinsip kemanfaatan sosial
dan keharmonisan masyarakat tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar
tujuan wakaf sebagai sarana kebajikan berjalan secara optimal.®®

Dengan demikian, dalam perspektif fikih wakaf, praktik perluasan sasaran
pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh pada dasarnya tidak
bertentangan dengan prinsip wakaf karena pemanfaatannya tetap berada dalam
bidang pendidikan sebagaimana tujuan utama pewakafan. Perubahan sasaran
penerima manfaat dari masyarakat sekitar menuju masyarakat yang lebih luas
dapat dipandang sebagai perkembangan pemanfaatan wakaf yang tetap berada

dalam kerangka kemaslahatan umum.®

D. Analisis Berdasarkan Hukum Positif
Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf
diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan

undang-undang ini memberikan landasan hukum mengenai peruntukan,

% Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usil al-Syart‘ah, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, 2004), him. 8-10.

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 10, him 185.

% Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Fikih Wakaf (Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2006), him. 45.
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pengelolaan, serta pemanfaatan harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan
sosial dan keagamaan.®’

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan
bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah,
pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, peningkatan ekonomi umat,
serta kesejahteraan umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan
tanah wakaf untuk lembaga pendidikan merupakan bentuk pemanfaatan yang sah
menurut hukum positif Indonesia.*®

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf
bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya untuk mewujudkan
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan
kesejahteraan umum.®® Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga
memberikan ruang bagi pemanfaatan wakaf untuk kepentingan pendidikan dan
kesejahteraan umum.

Apabila dikaitkan dengan praktik pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee
Kareng Banda Aceh, dapat dipahami bahwa tanah wakaf masih digunakan sesuai
dengan tujuan utamanya, yakni sebagai sarana pendidikan. Meskipun sasaran
penerima manfaat mengalami perkembangan, pemanfaatan tanah tersebut tidak
berubah menjadi fungsi lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Oleh sebab
itu, dari sisi peruntukan wakaf, praktik tersebut masih sejalan dengan ketentuan

Undang-Undang Wakaf.1%

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4.

100 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta:
Pilar Media, 2005), him. 112.
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Di sisi lain, perubahan status sekolah menjadi madrasah negeri membawa
konsekuensi terhadap sistem pengelolaan pendidikan yang harus mengikuti
kebijakan pemerintah, khususnya ketentuan yang berlaku pada lembaga
pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sebagai lembaga pendidikan negeri,
MIN 5 Ulee Kareng menjalankan sistem penerimaan peserta didik berdasarkan
standar yang berlaku umum tanpa membedakan latar belakang wilayah calon
peserta didik. Dengan demikian, keterbukaan akses pendidikan kepada
masyarakat luas dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan sistem
pendidikan nasional .2

Berdasarkan hal tersebut, perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf di
MIN 5 Ulee Kareng tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena
tanah wakaf tetap digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf. Selain itu, pemanfaatan yang
menjangkau masyarakat luas juga sejalan dengan prinsip kesejahteraan umum

yang menjadi salah satu tujuan pemanfaatan wakaf dalam hukum nasional.1%2

101 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 5.

102 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal
22 huruf f.



BAB KEEMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai perluasan sasaran pemanfaatan

tanah wakaf sekolah dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif pada MIN 5
Ulee Kareng Banda Aceh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee
Kareng Banda Aceh tidak hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan
formal, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan
keagamaan masyarakat seperti pengajian, musyawarah masyarakat,
peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial lainnya. Tanah wakaf
tersebut pada awalnya diwakafkan oleh masyarakat Gampong le Masen
Ulee Kareng untuk kepentingan pendidikan masyarakat sekitar. Namun
dalam perkembangannya, setelah sekolah berada di bawah pengelolaan
Kementerian Agama dan menjadi madrasah negeri, sistem pengelolaan dan
penerimaan peserta didik mengikuti ketentuan pendidikan yang berlaku
secara umum sehingga masyarakat sekitar tidak lagi memperoleh prioritas
khusus secara mutlak dalam penerimaan siswa baru.

2. Dalam perspektif fikih wakaf, praktik pemanfaatan tanah wakaf sekolah di
MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh pada dasarnya diperbolehkan karena
masih digunakan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan keagamaan
yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta tidak bertentangan
dengan tujuan wakaf. Selain itu, berdasarkan hukum positif, praktik tersebut

juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
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tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena
tanah wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan
kesejahteraan umum. Namun demikian, pihak pengelola sekolah tetap
perlu memperhatikan tujuan awal wakaf serta menjaga hubungan baik

dengan masyarakat sebagai pihak yang mewakafkan tanah tersebut.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh diharapkan agar tetap
menjaga tujuan utama wakaf dan mempertahankan hubungan yang baik
dengan masyarakat Gampong le Masen sebagai pihak yang mewakafkan
tanah sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga diharapkan dapat memberikan
perhatian terhadap aspirasi masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan
pendidikan maupun sosial kemasyarakatan.

2. Kepada masyarakat dan pihak pengelola wakaf diharapkan agar terus
menjaga dan mendukung pemanfaatan tanah wakaf secara baik sehingga
manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,
khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan.

3. Kepada pemerintah dan lembaga terkait diharapkan agar memberikan
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf sehingga
pemanfaatannya tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan

hukum positif yang berlaku di Indonesia.
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Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah Dalam

Perspektif Fikih Wakaf dan Hukum Positif (Studi Pada MIN 5
Ulee Kareng Banda Aceh)

Pihak yang diwawancarai: Mawardi (Tuha Peut Gampong le Masen Ulee

Kareng), Patriansyah (Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi),
Erna (Bidang Kurikulum MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh)

No. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. | Bagaimana sejarah awal berdirinya MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh?

2. | Bagaimana status tanah yang digunakan oleh MIN 5 Ulee Kareng Banda
Aceh?

3. | Apakah benar tanah sekolah berasal dari tanah wakaf masyarakat
Gampong Ulee Kareng?

4. | Apa tujuan tanah wakaf tersebut awalnya diberikan?

5. | Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng
Banda Aceh saat ini?

6. | Apakah terdapat kesepakatan tertulis maupun lisan terkait sasaran
penerima manfaat sekolah?

7. | Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan penerimaan siswa
selama ini?

8. | Apakah menurut pemerintah gampong pemanfaatan tanah wakaf masih
sesuai dengan tujuan wakaf?
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Lampiran 4: Dokumen Wawancara

Wawancara dengan Patriansyah, Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi
di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.



Wawancara dengan Erna, Bidang Kurikulum di MIN 5 Ulee Kareng Banda
Aceh.
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